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Abstrak
Dalam usaha turut serta mencapai goals 16.3 dari SDGs, pemerintah Indoneisa telah berusaha membuat
kerangka dan alat untuk mengukur akses terhadap keadilan melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan
(SNAK) yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009. Dalam periodenya, SNAK 2009 bersama pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan reformasi hukum dan regulasi. Diantaranya dengan menghasilkan
Undang - undang no. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, UU no. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
guna melindungi anak yang terlibat masalah hukum serta Peraturan Presiden no. 75/2015 yang menjadi landasan
hukum bagi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 4 . Lalu sebagai pembaharuan, pada tahun
2016 pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 20162019. Salah satu contoh dari hak atas persamaan di mata hukum adalah terpenuhinya hak atas akses untuk
mendapatkan keadilan. Sehingga dengan kata lain, pihak pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas mekanisme dan sebuah sistem untuk menyelesaikan
permaslaahannya, yaitu dalam bentuk akses kepada kemampuan setiap orang. Namun, mekanisme tersebut
seharusnya dapat melihat sisi dari kemampuan dari setiap orang mendapatkan akases menuju mekanisme
tersebut. Kemampuan dapat diukur mnelalui status dari kepemilikan sumber daya uyang dimiliki oleh masyarakat.
Juga hal tersebut harus dapat didefinisikan dari pengetahuan dan penegertian dari setiap individual mengatahui
hal – hal berikut seperti: apakah mereka memahami bahwa mereka sedang mengalami ketidakadilan? apakah
mereka mengetahui diapa yang bertanggung jawab atas masalah yang dihadapinya? apakah mereka memahami
kepada siapa mereka harus meminta pertolongan ketika mera ingin mendapatkan keadilan dari peramasalahan
yang dihadapinya? Apakah mereka mengetahu seberapa lama dan sejauh apa langkah yang akan dihadapinya
untuk mendapatkan keadilan?.
Keyword: HAM, SDGs, kemampuan hukum

Abstract

In an effort to participate in achieving goals 16.3 of the SDGs, the Indonesian government has tried to create a framework and tools
to measure access to justice through the National Access to Justice Strategy (SNAK), which was first issued in 2009. During its
period, the 2009 SNAK together with the government and the House of Representatives The people have carried out legal and
regulatory reforms. Among them by producing Law - Law no. 16/2011 concerning Legal Aid, Law no. 11/2012 concerning the
Juvenile Criminal Justice System to protect children involved in legal problems and Presidential Regulation no. 75/2015 which
became the legal basis for the National Action Plan for Human Rights (RANHAM) 4 . Then as a renewal, in 2016 the
Indonesian government again issued the National Strategy for Access to Justice (SNAK) 2016-2019. One example of the right to
equality before the law is the fulfillment of the right to access to justice. So in other words, the government has an obligation to respect,
fulfill, and protect the mechanism and a system to solve the problem, namely in the form of access to everyone's abilities. However, the
mechanism should be able to see the side of the ability of everyone to gain access to the mechanism. Capabilities can be measured
through the status of ownership of the resources owned by the community. Also it must be defined from the knowledge and
understanding of each individual knowing the following things such as: do they understand that they are experiencing injustice? do
they know who is responsible for the problems they face? do they understand who they should turn to for help when they want to get
justice for the problems they face? Do they know how long and how far will it take to get justice?
Keyword: Human Rights, SDGs, legal capacity

I. PENDAHULUAN
Amandemen keempat dari Undang – Undang Dasar Tahun 1945 didefinisikan
Indonesia sebagai sebuah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3).
Indonesia melalui pengaturan dari Undang – Undang Dasar 1945 tersebut juga
mmeberikan jaminan atas kesamaan posisi dimata hukum tanpa pandang bulu. Lalu pada pasal
28 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas pengakuan atas
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perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang seadil adilnya, Tidak hanya itu, hak atas
perlakuan sama dihadapan hukum sendiri telah diatur dan dijelaskan dalam Undang – Undang
No. 12 Tahun 2005 Tentang Rafifikasi dari Kovenan Internasional Hak – HakSipil dan
Politik. UU No. 12 Tahun 2005 tersebut mengatur dan menentukan bahwa setiap orang
memiliki hak terhadap perlindungan hukum, hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri,
hak atas peradilan yang adil dan lain – lainnya.
Sebagai negara yang mana pemerintahannya berdasarkan hukum dan sebagai sebuah
neagra yang mengakui adanya eksistensi dari hak asasi manusia, membuat Indonesia memiliki
kewajiban untuk melakukan penghormatan, menyediakan dan melindungi hak – hak setiap
orang terutama mengenai hak atas persamaan di mata hukum. Bersamaan dengan kondisi
dimana Indonesia berkewajiban untuk melakukan pemenuhan hak tas persamaan dimata
hukum itu sendiri secara spesifik pihaj pemeritah mengatur sebuah kebijakan yang bernama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Strategi
Nasional Akses Terhadap Keadilan Tahun 2016 – 2019. Berdasarkan dua kebijakan tersebut,
pihak pemerintah mencari cara yang sesuai untuk mencapai tujuan sehingga Indonesia dapat
mencapai sebuah pendekatan strategis untuk memastikan akses terhadap keadilan berjalan
sebagaimana mestinya.
Pendekatan strategis ini lalu harus sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development
Goals (SDGs), terutama dalam tujuan (goal) 16. Pada tujuan tersebut berfokus pada
mempromosikan sebuah tatanan masayarakat yang yang damai dan inklusif untuk
pembangunan yang bersifat berkelanjutan.
SDG goal 16 lalu memiliki cabang – cabang tujuan, yang sejalan dengan dengan goal
16.3 yang menjelaskan tujuannya secara spesifik yaitu untuk mempromosikan supremasi
hukum pada level nasioanal dan level internasional juga menjamin persamaan akses atas
keadilan untuk semua. Goal 16.3 itu sendiri lalu menunjuk kepada sesuatu yang relevan
dengan komponen – komponen lainnya dalam tujuan beasr seperti Sustainable Development
Goals, seperti di dalam goal 16.2 yang mana tujuannya adalah untuk menggapus segala macam
bentuk – bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia dan jga segala macam bentuk –
bentuk dari diskriminasi dan segala macam bentuk dari praktik – praktik penyiksaan kepada
anak – anak. Dengan adanya pengukuran dari SDGs goal 16.3 akan menguatkan data – data
yang berhubungan dengan para pihak serta kelompok minoritas rentan yang mana akan
mengarah pada praktek integrase dari penyelesaian masalah diluar dari mekanisme formal.
Lebih jauh lagi, ketika berbicara mengenai komitmen dari adanya SDGs itu sendiri dinyatakan
dalam tujuan - tujuan sebagai mana telah tertuang dalam upaya – upaya untuk mendapatkan
inklusifitas yang harus dipastikan didapatkan oleh setiap orang tanpa meninggal serta adanya
orang – orang yang tertinggal dibelakangnya terkait pemenuhan hak – haknya untuk
mendapatkan pengakuan di mata hukum. Sebagai sebuah bentuk dari implementasinya, SDGs
seharusnya memberikan keuntungan dan benefit yang dapat meyakinkan setiap orang tanpa
terkecuali, termasuk juga kepada pihak – pihak yang dianggap sebagai bagian dari kelompok
rentan dan minoritas.
Untuk itu dalam rangka partisipasi yang hendak dicapai oleh tujuan – tujuan dari
SDGs menunjuk pada tujuan 16.3, Pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai cara untuk
memformulasikan sebuah kearangka kerja serta kerangka berpikir dan alat – alat yang dapat
digunakan untuk mengkur akses terhadap keadilan melalui Strategi Akses Terhadp Keadilan
yang telah dibentuk dan disahkan sejak dari tahun 2009. Pada periodenya, SNAK tahun 2009
bersama – sama dengan pihak pemerintah dengan kolaborasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), telah melakukan berbagai cara untuk melakukan reformasi regulasi terkait
pengaturan akses terhadap keadilan. Terdapat Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
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Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk melindungi setiap anak –anak tanpa
terkecuali yang mana mereka menghadapi masalah hukum. Llau ada jug aUndang – Undang
No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mengatur mengenai hak – hak setiap
warga negara untuk mendapatkan segala bentuk bantuan hukum ketika menghadapi
permaslahan hukum. Dari kedua peraturan perundang – undangan tersebut, terdapat
Peraturan Presiden (Prepres) No. 75 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur
lebih lanjut mengenai grand design hak asasi manusia, adapun Perpres tersebut adalah tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui pada tahun
2016, Pemerintah Indonesia juga membawa isu dari Strategi Nsional Akses Terhadap Keadilan
untuk tahun 2016 – 2019. Dalam ketentuan pada reguasi tersebut diatur bahwa akses terhadap
keadilan adalah:
“… kondisi dan proses yang mana dengan jelas telah dijamin pemenuhannya sebagai sebauah hak
dasar berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga
menjamin adanya akses untuk setiap warga neagra untuk memiliki kemampuan untuk mengetahui,
memahami, sadar dan dan dapat menggunakan apa yang merupakan hak – hak dasar melalui
lembaga – lembaga yang disebuat sebagai institusi formal maupun institusi non – formal”.
Namun kondisi demikian, pihak pemerintah Indonesia membutuhkan untuk dapat
melakukan berbagai cara untuk mempromosikan isu – isu mebgenai perkembangan kerangka
pikir dan pencapaian mengenai akses terhadap keadilan di Indonesia. Dengan adanya
eksistensi dari dasar hukum yang telah disampaikan sebelumnya tersebut serta berbagai alat –
alat pendukunglainny, membuatnya lebih mudah untuk melihat sudah seefektif apa kerangka
piikir hukum dan kebijakan menganai konsep dari akases terhadap keadilan itu ssendiri.
Dari definisi yang telah ada mengani akses terhadap keadilan, didefinisikan bahwa
akses terhadap keadilan tidak hanya tentang mekanisme atau infratruktur saja namun juga
tentang bagaimana kondisi dari kemampuan setiap orang untuk bisa dan mampu medapatkan
keadilan atas setiap permasalahan hukum yang menimpanya. Lalu terdapat hal yang
membuatnya lebih menarik yaitu dikarenakan adanya elemen – elemen dari kemampuoan
seseorang yang mempengaruhinya dalam mendapatkan keadilan sebagai sebuah elemen yang
sangat penting teruytama dalam mengakses keadilan. Pihak penulis berpikir dan berpendapat
bahwa elemen dari kemampuan hukum (legal capability) ini dalam mengakses sebuah keadilan
sangatlah sering terlewatkan dan jarang dipertimbangkan bahkan cenderung sering terlewati.
II. PEMBAHASAN
Pentingnya Elemen dari Kemampuan Sebagai Alat untuk Mencapai Akses Terhadap
Keadilan
Peneleitian yang dirilis oleh pihak World Justice Project (WJP) pada tahun 2018
menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya sebuah keadilan dapat berangkat dari adanya
sebuah permasalahan hukum yang terjadi dirasakan oleh seorang individual. Berdasarkan
penelitiana yang telah dirilis oleh WJP sendiri menyatakan bahwa akases terhadap keadilan
dapat dicapai ketika seorang individu dapat menyelesaikan permaslahan hukum yang
berpotensi menimpa dirinya seperti permasalahan hukum sekitar pekerjaan, perumahan,
pendidikan, kesehatan, dan permasalahan keluarga sehari hari. Sejalan dengan penelitian WJP,
Pascoe secara spesifik menjelaskan melalui penelitiannya yang berjudul “Legal Needs Surveys
and Access to Justice” menjelasakan bahwa kebutuhan hukum muncul ketika seorang individu
membutuhkan sebuah pertolongan atau pendampingan dari pihak yang menyediakan
pelayanan hukum untuk dapat menyelesaiakan permasalahan hukum yang menimpa dirinya.
Sehingga berdasarkan dari hal tersebut dapat dikatakan dengan jelas bahwa dibutuhkan sebuah

DHARMASISYA Vol. I N0. 2 (Juni 2021)

885

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 883-890
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

mekanisme arau sesuatu sebagai wadah untuk pihak individu tersebut untuk bisa mendapatkan
bantuan hukum atau pendampingan hukum untuk menghadapi masalah hukum yang sedang
dihadapinya.
Konsep mengenai akses terhdap keadilan sangat dekat kaitannya dengan elemen
konsep dari kebutuhan hukum. Dalam definisi yang lebih luas – nya, kebutuhan hukum
muncul kapanpun adanyanya kekurangan kemampuan hukum sebagaimana yang seharusnya
sebagai bentuk hal yang membantu penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan yang
sebagaimana mestinya di hadapi. Sebuah kebutuhan hukum sendiri adalah dapat dikatakan
berkeadilan sebagaimana seharusnya dapat dihadapi sebagai bentuk konsekuensi dari bantuan
hukum yang efektif belum dapat dikatakan telah diberikan dengan seharusnya. Sehiangga
kondisi demikian menjadi sebuah persoalan tersendiri ketika kebutuhan hukum tidak dapat
dipenuhi, maka bisa dikatakan tidak ada akses terhadap keadilan itu sendiri.
Pandangan Adrian Bedneer mengenai akases terhadap keadilan menjadi sangat
menarik yang mana menurutnya adalah:
“… proses dari pencarian keadilan dimulai dengan kemampuan atas adanya awareness atau
memahami bahwa ia mengalami sebuah penderitaan dari sebuauh ketidak adilan, dan terlibat
dalam dalam memiliki kemauan, pengetahuan, sumberdaya seperti uang dan lainnya untuk bisa
menghadapi bahkan melawan ketidakadilan yagn terjadi pada dirinya.
Pandangan Adrian Bedneer mengenai kemampuan seseorang ketika menghadapi
permasalahan hukum menjadi sangat menarik. Pertama, penjelaskannya kamampuan
individual menjadi sangatlah penting untuk membuat akses terhadap keadilan berjalan dengan
baik. Kedua, pihak individu yang berpengalaman menghadapi permasalahan hukum
cenderung untuk mengajak atau merangsang individu lainnya untuk memiliki kemampuan
hukum seperti pengetahuan hukum, kemauan dan kemampuan hukum.
Berdasarkan pandangan dari beberapa pihakk pakar tersebut lalu menyatakan bahwa
elemen dari kemampuan hukum, kita dapat melihat bagaimana kemampuan itu sendiri
menjadi sangat penting dalam akses terhadap keadilan. Di sini beberapa penjelasan lebih lanjut
mengenai elemen dari kemampuan dalam mengakses keadilan ditemukan dalam beberapa
literasi serta penyampaian dari beberapa produk seperti:
1. Global Insights on Access to Justice: Findings World Justice Project General Population
Poll in 45 Countries, WJP, 2018
Dalam penelitiannya, WJP menjelaskan bahwa hukum mampu menyediakan fondasi
kerangka berfikir mengenai hak-hak, tanggung jawab, perlindungan yang memiliki implikasi
pada setiap aspek kehidupan. Kerangka hukum ini membentuk bagaimana individu membawa
dan menentukan permasalahan terkait pekerjaan, perumahan, pendidikan, kesehatan, keluarga
di antara banyak permasalahan lain. Sebagai dimensi tambahan, permasalahanpermasalahan sehari-hari ini dapat mempengaruhi kesehatan
individu, stabilitas sosial dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi.
Dengan alasan inilah, menjadi penting untuk melihat kebutuhan dan permasalahan hukum
individu dalam usahanya mengakses sistem keadilan. Ditambahkan oleh Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa:
“inability to resolve legal problems diminishes access to economic opportunity, reinforces the poverty
trap, and undermines human potential and inclusive growth.”
Sehingga dapat dilihat bahwa ketika seseorang mengalami permasalahan hukum, maka
idealnya ia akan cenderung mencari jalan keluar atau berusaha mengakses sistem keadilan. Hal
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ini dilakukan karena permasalahan hukum tersebut dapat mengganggu stabilitas ekomomi
mereka yang bisa memicu timbulnya kemiskinan. Melalui metode polling, WJP
mengkatogerasikan permasalahan hukum menjadi 13 permasalahan. Indonesia menjadi salah
satu Negara yang dijadikan sampel polling dengan mengambil tiga kota yaitu Jakarta, Surabaya
dan Bandung.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai
permasalahan hukum yang dihadapi dan bagaimana ia menyelesaikan permasalahan hukumnya
dengan turut menunjukkan data administratif mengenai keterjangkauan, durasi, total biaya dan
sejenisnya. Uniknya, penelitian ini juga menunjukkan loss (kehilangan) apa yang didapat ketika
seseorang memutuskan untuk melakukan proses penyelesaian hukum. Namun sayangnya,
penelitian ini hanya diambil di tiga kota besar yang jika dilihat kembali (mungkin) hanya
berdasar kepada mekanisme formal saja sehingga bisa terjadi bias. Selain itu, WJP hanya
melihat melalui sudut pandang prosedural dan administratif saja untuk menjelaskan bagaimana
individu mendapatkan akses terhadap keadilan. Sifat penelitiannya juga komparatif sehingga
tidak bisa melihat hasil akses terhadap keadilan secara keseluruhan.
Dari literatur ini maka dapat dilihat bagaimana kecenderungan keputusan individu
dalam menghadapi permasalahan hukum meskipun tidak dijelaskan apa alasan individu
mengambil keputusan dan pertimbangan tersebut. Sehingga kemudian dapat menjadi catatan
untuk penelitian bahwa adanya injustice memang bisa mempengaruhi keputusan individu
untuk mencari atau melakukan akses terhadap keadilan, namun perlu dipahami juga apa alasan
dibalik keputusan tersebut untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam serta
representatif.
2. Justice Needs in Indonesia 2014: Problem, Processes and Fairness, HiiL, 2014
Hasil penelitian yang lebih kaya disajikan oleh HiiL (2014) melalui penelitian di lima
wilayah di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 2400 sampel. Penelitian HiiL ini
memaparkan beberapa temuan menarik mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh
individu, pengambilan keputusan individu terhadap permasalahan hukum yang dialami, alasan
pengambilan keputusan individu tersebut, mekanisme yang dipilih individu untuk penyelesaian
permasalahan hukum hingga cost (biaya) serta loss (kehilangan) yang dialami selama proses
penyelesaian permasalahan.
Penelitian HiiL ini menghasilkan beberapa temuan menarik, salah satunya adalah
melalui tiga permasalahan besar yang terjadi di Indonesia adalah soal tanah, kriminal, dan
uang. Dari tiga permasalahan utama ini, sebagian besar mereka yang tinggal di kota/urban area
cenderung untuk melaporkan permasalahannya. Dan hal lain yang menarik lagi adalah bahwa
permasalahan hukum yang dialami individu ini kemudian Nampak menimbulkan domino
effect atau efek kehilangan dari individu dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yaitu
seperti stress secara emosional dan bahkan dampak kesehatan lainnya. Hal ini lah yang
nampak kemudian membuat munculnya hasil sebagian besar individu cenderung untuk tidak
melakukan apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Melalui pertanyaan
lanjutan, terlihat bahwa individu memilih untuk tidak melakukan apapun karena tidak yakinnya
individu akan kapabilitas dan kesempatan yang mereka miliki untuk menyelesaikan
permasalahan hukum tersebut.
Hasil temuan lain dari HiiL adalah bahwa individu dalam proses penyelesaian
permasalahan hukumnya lebih memilih untuk menggunakan mekanisme informal atau jalurjalur diluar peradilan hukum formal yang tersedia. Informasi terlebih dahulu didapatkan dari
kalangan keluarga, lalu kemudian berusaha menyelesaikan permasalahan hukum yang dimiliki
dalam lingkungan keluarga dengan bantuan kepala lingkungan terlebih dahulu sebelum ke
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pengadilan. Dalam literatur ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya perlu
dilihat proses dan sebab dari permasalahan hukum yang dialami namun juga perlu untuk
dilihat after-effect/akibat dari penyeseleaian permasalahan hukum. Selain itu, perlu
digarisbawahi juga soal pemilihan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang ternyata
lebih ‘populer’ menggunakan ranah di luar peradilan formal. Sedikit disinggung juga soal
ketidakyakinan terhadap kapabilitas hukum yang memunculkan urgensi untuk melihat sejauh
mana kapabilitas hukum yang dimiliki individu yang cukup signifikan sebagai dasar seseorang
untuk mengambil keputusan penyelesaian permasalahan hukum.
3. Access to Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil
Society Organizations, ABA RoLI, 2012
American Bar Association of Rule of Law Initiatives pada tahun 2012 mengeluarkan
sebuah pedoman yang berisikan langkah-langkah bagi Organisasi Masyarakat Sipil untuk
mengukur akses terhadap keadilan. Tidak berbeda jauh dengan penelitian lain, bahwa akses
terhadap keadilan berangkat dari adanya permasalahan hukum yang terjadi pada individu.
Sedikit berbeda, literatur ini menekankan ketersediaan institusi formal dan informal sebagai
syarat utama mampu tercapainya suatu akses terhadap keadilan oleh individu.
Lebih lanjut ABA RoLI menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi dalam mengukur
akses terhadap keadilan, yaitu legal framework, legal knowledge, advice, representation, access
to justice institution, fair procedures dan enforceable solution.
4. Sebuah Kerangka Analisis Untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses Terhadap
Keadilan, Adriaan Bedner, Kajian Sosio-Legal, 2012
Bedneer (2012) menjelaskan dalam tulisannya ini bahwa akses terhadap keadilan dapat
dikatakan terpenuhi jika bicara soal perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan
terpinggirkan, mengalami ketidakadilan, memiliki kemampuan, untuk membuat keluhan
mereka didengarkan, dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka, Oleh
lembaga negara atau non - negara, yang menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang
dialami, berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama atau hukum adat, dan
sesuai dengan konsep negara hukum.
Pilar-pilar akses terhadap keadilan ini yang kemudian digunakan oleh Bedneer dalam
merumuskan pengukuran akses terhadap keadilan yang terinspirasi oleh pendekatan Felstiner,
Abel, dan Sarat (1981), dengan nama analisis kerangka ROLAX. Pada dasarnya akses terhadap
keadilan dilihat sebagai sebuah proses: kerangka analisis akses terhadap keadilan berangkat
dari perspektif ‘kaum miskin dan terpinggirkan’ dan menganalisis pilihan - pilihan yang mereka
ambil ‘melalui perangkat hukum’ demi mendapatkan keadilan yang diinginkan.
Karakteristik pertama dari kerangka ini adalah diberikannya perhatian yang cukup
besar untuk bagian ‘mendefinisikan ketidakadilan (naming), termasuk ‘kesadaran’
(awareness),‘mengkategorikan’(categorizing) dan ‘memformulasikan keluhan’ (defining
grievances), yang di dalam banyak kajian akses terhadap keadilan tidak banyak dibicarakan.
Pemulihan juga diberikan porsi bahasan yang cukup besar dalam kerangka ini.
Karakteristik ketiga adalah penilaian terhadap kedudukan hukum pencari keadilan
sebelum ia menghadapi forum (yang dipilih), tetapi setelah ia ‘mendefinisikan ketidakadilan’.
Pertanyaannya adalah: apa yang akan ditawarkan oleh ‘perangkat hukum’ (dalam arti yang luas)
kepada pencari keadilan, seberapa jauh mereka mengetahui perangkat hukum tersebut, dan
apakah berbagai unsur yang ada didalam perangkat hukum selaras dengan unsur-unsur negara
hukum. Kerangka ini tidak secara eksplisit merujuk pada peran ‘perantara’ (intermediaries).
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Namun, dalam banyak kasus perantara memiliki peran yang penting dalam membentuk
gagasan dan tindakan para pencari keadilan.
Kerangka ROLAX ini dilihat dari adanya perumusan terhadap permasalahan hukum
terlebih dahulu seperti layaknya penelitian-penelitian lain lakukan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa akses terhadap keadilan yang pertama kali harus dilakukan penilaian adalah
pendefinisian dari permasalahan hukum lalu akan bisa ditentukan tahapan berikutnya untuk
mengukur akses terhadap keadilan.
III. KESIMPULAN
Dengan adanya keberadaan dari hak asasi manusia, Indonesia sebagai sebuah negara
yang pemerintahannya berdasarkan hukum, kondisi tersebut membuat Indonesia berkewajiban
untuk melakukan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan
dari hak asasi manusia sendiri diatur dalam konstitusi negara sebagai sumber untuk pembuatan
undang - undang yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kondisi demikian, sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan
mengakui keberadaan dari hak asasi manusia, membuat Indonesia memiiki kewajiban untuk
mengabil setiap langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan hak asasi manusia
ditegakan sebagaimana mestinya.
Lembaga, institusi, prosedur yang yang adil dan tidak berbelit belit, solusi yang dapat
dijalankan serta dieksekusi untuk dilakukan dengan atas dasar kesesuaian dengan standa r hak
asi manusia yang telah diakui tersebut menjadi sangat sangat penting dalam pemenuhan,
perlindungan dan pernghirmatan dari akses terhadap keadilan. Hal tersebut menjadi sebuah
kewajiban yang tidak terelakan kepada pihak negara yang dapat dilihat dalam bentuk adannya
sebuah mekanisme dari mendapatkan keadilan, akases menuju mekanisme mendapatkan
keadilan, sebuah sistem yang baik dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan juga untuk
mendapatkan keadilan, dan juga tidak kalah penting yaitu keemampuan seorang individu
untuk mengaks keadilan tersebut.
Elemen dari kemampuan hukum dirasa menjadi akan sangat penting dan tidak
terelakan sebagai sebuah bentuk komponen dari akases terhadap keadilan. Sejak saat elemen
kemampuan hukum tersebut dianggap sebagai sebuah alat atau tools untuk mengakses kepada
mekanisme – mekanisme mendapatkan keadilan, pengetahuan untuk menyelesaiakan
permasalahan hukum yang sedang dihadapi nya, lalu adanya kemauan untuk menyelesaiakan
permasalahan hukum yang sedang dialami oleh diri nya, Hal tersebut adalah elemen – elemen
dari kemampuan hukum yang menjadi sangat penting untuk dapat menegakan hukum dan
keadilan.
Oleh karena itu perlunya untuk memperhatikan dan melihat elemen dari kemampuan
hukum seorang individu yang sedang mengalami permasalahan hukum perlu diperhatikan
secara mendalam. Elemen kemampuan hukum tidak dapat dipandang sebelah mata dan perlu
untuk dipertimbangkan guna memastikan tersedianya askes terhadap keadilan.
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